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ABSTRAK 

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan yang besar 
mempunyai daya tawar yang cukup kuat terhadap dinamika perpolitikan di 
Indonesia. Dalam perkembangannya, hubungan Muhammadiyah dengan politik 
praktis terjadi pasang surut. Mulai dari hubungan struktural dengan Masyumi, 
sampai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 yang mengharuskan Muhammadiyah 
untuk lepas dari ikatan partai politik. Pada masa reformasi ini Partai Amanat 
Nasional sebagai “anak kandung” Muhammadiyah juga mengalami pasangsurut 
hubungan struktural-kulturalnya. Meski PAN secara tidak langsung merupakan 
kendaraan politik Muhammadiyah, namun banyak kader dan simpatisan (warga) 
Muhammadiyah yang memilih aktif dalam partai lain. Fenomena ini juga terjadi 
di Kabupaten Bantul Yogyakarta.  

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyebaran kader 
dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul tahun 
2009 sampai 2012 dan bagaimana mereka memperjuangkan platform 
Muhammadiyah dalam perspektif politik Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian lapangan (field 
research). Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul serta pada lima besar partai politik hasil pemilu 2009 lalu di 
Bantul. Data yang telah terkumpul kemudian dideskripsikan terlebih dahulu 
tentang penyebaran kader serta simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di 
Kabupaten Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada 
pokok masalah tentang kinerja mereka dalam kedudukannya sebagai anggota 
dewan dalam berbagai partai politik terhadap implementasi platform 
Muhammadiyah yang ditinjau dari segi politik Islam.  

Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa: Tidak 
ada hubungan struktural antara Muhammadiyah dengan partai politik. Politik 
Muhammadiyah bersifat high politics yang mengutamakan politik yang bermoral 
dan tidak pragmatis. Kebijakan terhadap kader yang aktif dalam struktural 
Muhammadiyah untuk tidak merangkap jabatan menduduki struktural sebuah 
partai politik merupakan kebijakan secara nasional dan tidak mengikat. 
Muhammadiyah sebagai organisasi tidak selalu sama dengan kader 
Muhammadiyah dalam menyikapi dinamika perpolitikan yang ada. Beberapa 
kader Muhammadiyah yang duduk dalam struktural tingkat kecamatan dan 
kelurahan dijumpai aktif dalam struktural partai politik. Sedangkan sebagian besar 
kader dan simpatisan Muhammadiyah menjadi konstituen PAN. Tentang kinerja 
para kader Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga legislatif, bahwa mereka 
lebih memperjuangkan kemaslahatan umat secara umum, sedangkan kader yang 
berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah 
yang dibreakdown ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Contohnya 
ialah perda tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol yang telah 
disahkan awal tahun 2012, dan raperda tentang kawasan tanpa rokok. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987.  Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut. 
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MOTTO 

 
 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56) 

 

“Iman itu adalah kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan 

diamalkan dengan anggota badan.” (HR. Ibnu Majjah) 

 

“Bekerjalah  untuk  duniamu  seolah-olah  kamu  akan  hidup  selama- 

lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati 

besok pagi” (HR. Al Baihaqi) 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.” 

(Al Hadits) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Muhammadiyah1 sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan Bangsa Indonesia. Dalam 

perjalanannya, organisasi yang berdiri pada tahun 1912 ini, telah memberikan 

banyak kontribusi bagi Bangsa Indonesia, khususnya dibidang keagamaan, sosial 

dan pendidikan. 

Dalam sejarah, pendirian Muhammadiyah pada 1912 oleh KH. Ahmad 

Dahlan mempunyai dimensi keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. 

Kondisi umat Islam saat itu sangat tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan, 

baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan politik, baik karena faktor 

eksternal   maupun   faktor   internal   umat   Islam  sendiri.  Disisi  lain  umat  

                                                           
1  Secara terminologis, Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah, berasaskan Islam (Anggaran Dasar 
Muhammadiyah BAB II, Pasal 4 Ayat 1-2) didirikan oleh KHA. Dahlan pada tanggal 18 November 
1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya 
dengan maksud untuk bertafa’ul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak 
perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi 
terwujudnya ‘izzulIslam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai relita dan kemuliaan hidup umat Islam 
sebagai realita. Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah sebagai Gerakan 
Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis, (Yogyakarta: LPPI, 2003), hlm. 119. 
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muslimin sendiri pada saat itu masih kuat pemahaman sinkritis, yaitu masih 

dipraktekkannya ritual yang sarat takhayul, bid’ah dan khurafat.2    

Dalam perjalananannya hubungan Muhammadiyah dengan negara, sangat 

menarik. Muhammadiyah ikut memegang peranan penting. Muhammadiyah yang 

dikenal sebagai gerakan dakwah sosio-kultural harus menjaga jarak dengan dunia 

politik praktis. 

Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik atau partai politik, tapi 

kontribusi Muhammadiyah terhadap politik keislaman tidaklah sedikit. Beberapa 

tokoh elit yang secara aktif memperjuangkan Muhammadiyah diantaranya adalah 

KH. Ahmad Dahlan pada masa penjajahan Belanda, KH. Mas Mansur dan Haji 

Rasul pada waktu pendudukan Jepang, KH. Abdul Kahar Muzakkiar, Sudirman, 

Mr. Kasman Singodirejo, HAMKA, KH. AR Facruddin hingga Prof. Dr. H.M. 

Amien Rais dan Prof. Dr. A. Syafi’i Ma’arif. Beberapa tokoh di atas telah 

memberikan kontribusi politik kepada negara dengan berpegang pada budaya 

politik Muhammadiyah yang amar ma‘rūf nahi munkar.3 

Dinamika relasi Muhammadiyah dengan Negara Indonesia memang 

fluktuatif. Untuk kesekian kalinya, independensi Muhammadiyah terhadap politik 

praktis mendapat ujian.  Muhammadiyah tak ingin mengkhianati khittahnya, 

                                                           
2  M. Yunan Yusuf, dkk, Ensiklopedia Muhammadiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. xvi. 
 
3 Suwarno, Relasi Muhammadiyah, Agama, dan Negara, Kontribusi Muhammadiyah dalam 

Perspektif Sejarah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 98. 
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namun ia juga tak ingin lepas begitu saja terhadap problema bangsa yang kompleks 

dan membutuhkan solusi yang nyata. 

Belajar dari pengalaman dinamika perpolitikan di Indonesia pada tahun-tahun 

permulaan Orde baru, Muhammadiyah berkesimpulan bahwa akan lebih sehat jika 

melepaskan diri sama sekali dari keterkaitan dengan partai politik manapun. Sikap 

ini diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang pada tahun 

1971, dengan catatan bahwa anggota-anggotanya bebas menyalurkan aspirasi 

politiknya melalui parpol yang tidak merugikan Islam.4   

Alasan mengapa Muhammadiyah mampu bertahan adalah karena organisasi 

ini sejak awal, menjauhkan diri dari bidang politik praktis, dan berusaha tetap 

mempertahankan jati dirinya sebagai gerakan kultural, sebagai organisasi dakwah, 

sosial-keagamaan, dan pendidikan. Meski demikian, Muhammadiyah tidak bersikap 

anti atau alergi terhadap bidang politik karena politik merupakan salah satu alat atau 

sarana dakwah Muhammadiyah. Merupakan pilihan yang cerdas (an intelligent 

choice), Muhammadiyah lebih memusatkan perhatian pada bidang dakwah, sosial-

keagamaan, dan pendidikan, terbukti, karena telah menghindarkan Muhammadiyah 

dari resiko-resiko konfrontasi secara langsung dengan pemeritah yang sedang 

berkuasa, baik pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintah Orde Baru.5 

                                                           
4
  Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan 

Politik, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000) hlm. 92. 
 
5 Suwarno, Muhammadiyah sebagai Oposisi (Studi tentang Perilaku Politik Muhammadiyah 

Periode 1995-1998), (Yogyakarta: UII Press, 2002, cet k2) hlm. xi. 
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Lengsernya Orde Baru menimbulkan suasana politik yang tak menentu. 

Sudah menjadi keniscayaan munculnya tokoh-tokoh penggagas reformasi yang 

menawarkan ide-ide segar untuk menata kembali bangsa yang sempat goyah ini. 

Berbarengan dengan itu, mulai muncul berbagai partai-partai politik baru. Seiring 

dengan terbukanya keran demokrasi yang tak terbendung membuat rakyat 

Indonesia berbondong-bondong untuk menyalurkan euforia politiknya.  

Citra Muhammadiyah yang politicking (ikut bermain politik) sangat terlihat 

saat Muhammadiyah berada di bawah kepemimpinan Amien Rais, hal tersebut 

diawali oleh pribadi Amien Rais selaku intelektual atau ilmuwan politik yang 

concern dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa.6  

Peran politik Muhammadiyah menarik untuk dianalisis karena dengan 

perkembangan politik nasional pasca kejatuhan Orde Baru di era reformasi terjadi 

gejala politik baru berupa ledakan partisipasi politik rakyat yang besar dan kelahiran 

partai-partai politik baru seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin oleh 

Dr. M. Amien Rais, yang sedikit atau banyak bersentuhan dengan keberadaan dan 

dinamika gerakan Muhammadiyah.7  

Dalam hal ini, etika dan perilaku Muhammadiyah dalam berpolitik menjadi 

taruhannya, karena Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dan mempunyai 

                                                           
6 Ibid. hlm. 60. 
 
7 Haedar Nashir, Dinamika Politik Muhammadiyah, (Malang: UMM Press, 2006), hlm.109. 
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sifat kehati-hatian saat bersentuhan dengan dunia politik praktis. Pada dasarnya 

politik Muhammadiyah adalah politik yang dilandasi dengan akhlak mulia dan moral 

karena itu merupakan bagian dari dakwah Muhammadiyah. Menurut Muhammadiya 

politik juga dapat bertujuan baik karena menyangkut kehidupan umat.8 

Pada Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab I Pasal 1 Ayat 1, dakwah amar 

ma‘rūf nahi munkar sangat melekat pada identitas nama gerakan ini. Budaya politik 

yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sejak awal dan masih relevan hingga kini. 

Ada Doktrin dakwah amar amar ma‘rūf nahi munkar, diadopsi secara langsung dari 

al-Qur‘ān, yang sering dianggap sebagai ayat Muhammadiyah, yaitu: 

و� �ن �� ا����� وأو��� ه�  و���� ���� أ�� ���ن إ�� ا���� و���ون ������وف

  9ا��#"!�ن

Pada perkembangannya, Muhammadiyah yang sudah berusia satu abad ini, 

semakin menunjukkan taringnya. Sikap kritis yang sering dilemparkan oleh  ketua 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin terhadap kondisi bangsa ini 

menjadi bukti bahwa Muhammadiyah ingin berperan dalam penyelesaian masalah 

bangsa. 

Kota Yogyakarta yang menjadi kota tempat dibentuknya Muhammadiyah, 

merupakan basis masa Muhammadiyah. Bantul yang merupakan salah satu 

                                                           
8 Syafii Maarif, Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan 

Politik, (Jakarta: Pustaka Cidesindo,2000) hlm. 95-96. 
 
9  Ali Imran (3) : 104 
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kabupaten di DIY yang berdekatan langsung dengan ‘Kota Muhammadiyah’ ini juga 

banyak warganya yang beraviliasi kepada organisasi tersebut. 

Saat pemilihan umum presiden, DPR, DPRD atau kepala daerah, simpatisan 

Muhammadiyah menjadi menarik bagi yang berkepentingan. Hal ini karena warga 

Muhammadiyah, khususnya di Bantul juga tak beda jauh dengan daerah lainnya yang 

merupakan ‘pundi-pundi’ suara saat pesta demokrasi tiba. 

Menarik jika penelitian ini dapat menghasilkan suatu gambaran riil sejauh 

mana warga Muhammadiyah menentukan afiliasi politiknya. Begitu juga dengan 

kadernya, apakah juga berafiliasi pada partai politik tertentu atau tidak dan sejauh 

mana mereka dapat memperjuangkan platform Muhammadiyah. Penelitian lapangan 

juga menjadi sarana untuk mengungkapkan jawabaan dari pertanyaan diatas.  

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan 

permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai yang dikaji, perlu adanya suatu 

perumusan masalah. Adapun rumusan pokok masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam  

partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012? 

2. Bagaimana mereka memperjuangkan platform Muhammadiyah dalam 

perspektif politik Islam? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk Mengetahui penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah 

dalam partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012 

menurut perspektif politik Islam. 

2. Mengetahui sejauh mana peran kader dan simpatisan Muhammadiyah 

dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah tahun 2009 sampai 

2012 menurut perspektif politik Islam. 

Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

kegunanaan yang bisa diambil diantaranya sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat  memberikan kontribusi pengetahuan 

terhadap penyusun dan pembaca sekalian, akademisi, analis/pengamat, 

dan mahasiswa tentang peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di 

Kabupaten Bantul. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

kontribusi dalam pengembangan dakwah Muhammadiyah khususnya 

dalam bidang politik serta acuan bagi politisi, organisatoris, pengamat 

politik, dan masyarakat luas pada umumnya tentang peta penyebaran 
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kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten 

Bantul.  

 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh ini, penulis belum menemukan kajian tentang peran 

Muhammadiyah dalam partai politik khususnya di Kabupaten Bantul. Namun ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang Muhammadiyah 

dan politik, diantaranya: 

Skripsi Martoyo, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang 

berjudul “Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah”10 , 

skripsi ini membahas tentang pandangan Muhammadiyah terhadap peran 

perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. Penelitian ini membahas bagimana 

Muhammadiyah menyikapi semakin banyaknya kaum perempuan yang terjun di 

dunia politik serta banyak perempuan yang telah menduduki posisi strategis di 

dalam struktur pemerintahan. 

Skripsi Syafruddin, “Peran Politik Muhammadiyah Era Reformasi (Studi 

Kritis Perilaku Perilaku Politik Muhammadiyah di Era Reformasi 1998-2000).”11 

                                                           
10

 Martoyo, “Pemberdayaan Politik Perempuan Perspektif Muhammadiyah”, Skripsi Fakultas 
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

11
  Syafruddin, “Peran Politik Muhammadiyah Era Reformasi (Studi Kritis Perilaku Perilaku 

Politik Muhammadiyah di Era Reformasi 1998-2000), Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2004. 
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Skripsi tersebut mengkaji bagaimana Muhammadiyah ikut berperan dalam 

dinamika politik yang pada saat itu tidak menentu. Tumbangnya Orde Baru 

memunculkan tokoh-tokoh penggiat reformasi, salah satunya adalah Amien Rais 

yang juga sebagai elit Muhammadiyah. Dalam hal ini peran Muhammadiyah 

semakin terlihat. Hal ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah juga dapat 

berperan dalam sektor politik, tidak hanya dalam hal kesehatan dan pendidikan.  

Skripsi Muhammad Fatkul Ansyori, “Respon Muhammadiyah terhadap 

Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda (1912-1942)”.12 Skripsi ini membahas 

tentang respon dan sikap Muhammadiyah terhadap politik Hindia Belanda pada 

masa penjajahan.  

Skripsi Jemi Carter Ropi, “Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah 

(1997-2003)”.13 Skripsi tentang etika dalam berpolitik perspektif Muhammadiyah 

ini mengkaji bagaimana sikap dan perilaku Muhammadiyah dalam berpolitik. 

Berkaitan dengan momen munculnya gagasan Reformasi tak lepas dari tokoh-

tokoh Muhammadiyah, seperti Amien Rais. Bagaimana Muhammadiyah tampil 

sebagai roda politik dengan penuh etika. 

                                                           
12

 Muhammad Fatkul Ansyori, “Respon Muhammadiyah terhadap Politik Islam Pemerintah 
Hindia Belanda (1912-1942)”, Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 

13
 Jemi Carter Ropi, “Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003)”, Skripsi 

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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Ada beberapa buku mengenai Muhammadiyah dan politik, salah satunya 

ialah buku karya Haedar Nashir yang berjudul Dinamika Politik 

Muhammadiyah14. Buku ini membahas tentang hubungan dan peran 

Muhammadiyah terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia.  

Buku karangan Prof. Dr. A. Syafi’i Ma’arif yang berjudul Independensi 

Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik,  membahas 

tentang sikap dan peran Muhammadiyah dalam menghadapi pergumulan politik 

yang tak menentu. Disini independensi Muhammadiyah diuji, sebagai organisasi 

non-politik Muhammadiyah harus tetap tampil sebagai organisasi yang 

mempunyai andil dalam penyelesaian persoalan-persoalan bangsa, namun tetap 

dalam batas-batas sikap keorganisasian. 

Syarifuddin Jurdi, dalam bukunya Muhammadiyah Dalam Dinamika 

Politik Indonesia 1966-200615 memaparkan hubungan Muhammadiyah dengan 

negara masa Orde Baru sampai pasca Orde Baru, yaitu masa reformasi. 

Bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam mewarnai dinamika politik 

Indonesia dan wacana-wacana Muhammadiyah terhadap permasalahan yang 

timbul dalam perjalanan bangsa ini.  

                                                           
14  Haedar Nashir, Dinamika Politik Muhammadiyah, (Malang: UMM Press, 2006)  
 
15 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 
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Dari berbagai kajian dan penelitian yang telah ada, judul skripsi yang 

diangkat oleh penyusun berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Pada skripsi 

ini lebih ditekankan kepada penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah 

dalam lima besar partai politik pemenang pemilu 2009 di Bantul. Selain iu 

penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan kinerja para kader Muhammadiyah 

yang duduk dalam partai politik atau khususnya para anggota legislatif dalam 

memperjuangkan platform Muhammadiyah.  

E. Kerangka Teoritik 

Agar penulis mudah dalam  melakukan kegiatan penelitian ini, maka perlu 

ada kerangka berpikir sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan 

terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak 

signifikan. Kerangka pemikiran merupakan teori dan pendapat para ilmuwan yang 

tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar 

pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam 

mendukung suatu hipotesis. 

Pada tahap permulaan, penulis memaparkan teori peran. Teori peranan 

menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan 

politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat 

dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang 

menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu. Peranan 

lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi 
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seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu 

peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat sebagai organisasi. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat dalam organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial dalam masyarakat.16 

Gross, Mason dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial 

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial 

dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh 

norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan 

hal-hal yang diharapkan oleh “masyarakat” di dalam pekerjaan kita, di dalam 

keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya. Kadang-kadang para ahli sosiologi 

menggambarkan peranan-peranan dalam arti apa yang diharapkan dan dituntut oleh 

                                                           
16 Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001), Hlm. 269. 
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masyarakat. Talcott Palson membedakan apa yang diharapkan oleh masyarakat 

Amerika terhadap para dokter dan terhadap para pengusaha.17  

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: 1). Harapan-harapan 

dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang 

peran, 2). Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap 

“masyarakat” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam 

menjalankan peranan atau kewajiban-kewajibannya.18  

Teori yang kedua adalah teori mengenai partai politik. Korelasi dengan 

pembahasan tentang peran ialah bahwa salah satu sarana untuk mengatualisasikan 

peran itu ialah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik 

adalah suatu kelompok yang terorganisir, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, 

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Sigmund Neamann 

sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo partai politik adalah: 

Organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam   
masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai 
kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan 
rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-
beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang 
menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

                                                           
17  David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.  
 
18

  Ibid., hlm. 107.  



14 
 

 
 

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi 
politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.19 

Jika peran adalah harapan yang dikenakan pada individu pada kedudukan 

sosial tertentu maka fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang 

diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya. 

Hubungan antara pengertian peran, fungsi dan posisi adalah bahwa peran 

adalah harapan atau tuntutan terhadap seseorang dalam berperilaku sebagai apa 

sedangkan fungsi ialah pekerjaan atau pola perilaku seseorang dan semua itu tadi 

dikaitkan dengan  keberadaan statusnya dalam menduduki sebuah posisi yang ada 

dalam masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan field research yaitu 

penulis terjun langsung ke lapangan yang menjadi obyek penelitian. Dalam 

memperoleh data-data,  penulis melakukan wawancara  dengan obyek 

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

deskriptif-analitik. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran 

                                                           
19  Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1998), hlm. 16. 
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mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskriptif 

adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat 

dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara 

metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah 

yang diteliti dalam situasi tertentu.20 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber data yang langsung dapat 

diteliti melalui wawancara, yakni mereka yang terlibat langsung dalam 

struktur lembaga yang akan diteliti. Para kader Muhammadiyah yang duduk 

dalam partai politik di Kabupaten Bantul, khusunya para kader yang menjadi 

anggota dewan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ialah peran 

Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul, kontribusi para 

kadernya dalam membawa aspirasi politik pengikut organisasi tersebut.  

4. Jenis Sumber Data 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama data penelitian 

adalah wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara dalam 

penelitia ini ditujukan kepada informan yang berkaitan langsung maupun 

                                                           
20 Ulbert, Silalahi, Metode dan Metodologi Penelitian, (Bandung: Bina Budaya, 1999), hlm. 

6-7. 
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tidak langsung dengan tema pembahasan. Selain itu juga data-data berupa 

dokumen dan arsip organisasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.  

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder, meliputi buku-buku yang memuat tentang 

Muhammadiyah dan politik, majalah, koran serta sumber lainnya yang 

masih relevan dengan masalah yang sedang diteliti. 

5. Pengolahan Data 

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya ialah pengolahan 

data. Pengolahan data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan metode 

deskriptif analitik, yaitu metode yang menggunakan pencarian fakta dan data 

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini kemudian dianalisa dengan 

kerangka pemikiran yang telah disusun dengan cermat dan terarah.21 Metode 

tersebut meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisa serta 

mengiterpretasi data dengan penarikan kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dapat bersifat sistematik sehingga penjabaran yang ada 

dapat dipahami dengan baik, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima yang 

terdiri dari beberapa sub bab. 

                                                           
21 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), hlm. 20-21. 
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Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pengantar pembahasan secara 

global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang hubungan Muhammadiyah dan negara. Lebih 

rincinya, bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah bersama 

ormas-ormas Islam lainnya, pandangan Muhammadiyah terhadap NKRI serta peran 

Muhammadiyah dalam ranah kenegaraan. 

Bab ketiga, membahas tentang peta kader Muhammadiyah di Kabupaten 

Bantul. Kemudian juga kader Muhammadiyah dalam partai politik. Dalam bab ini 

juga diulas bagaimana hubungan Muhammadiyah Kader dan Partai Politik dalam 

Konteks Realita. 

Bab keempat menjelaskan peran kader Muhammadiyah dalam partai politik 

di Kabupaten Bantul. Didalamnya dibahas tentang penyebaran kader dan simpatisan 

Muhammadiyah dalam partai politik dan kinerja kader Muhammadiyah dalam 

memperjuangkan platform Muhammadiyah melalui partai politik di Kabupaten 

Bantul tahun 2009 sampai 2012, selain itu juga dianalisis menurut perspektif politik 

Islam. 

Bab ke lima berisikan kesimpulan penelitian dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dianalisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam parti politik di 

Kabupaten Bantul tidak hanya dalam satu patai saja. Beberapa kader 

Muhammadiyah yang duduk dalam struktural tingkat kecamatan dan 

kelurahan dijumpai aktif dalam struktural partai politik. Memang sebagian 

besar kader yang sudah tidak aktif dalam struktural Muhammadiyah lebih 

memilih aktif di PAN. Sedangkan sebagian simpatisan Muhammadiyah 

memang lebih condong menjadi konstituen PAN, meski pemilu 2009 lalu 

sebagian beralih ke partai lain seperti PKS dan Demokrat. Bagi kader dan 

simpatisan Muhammadiyah yang telah lama berkiprah dalam dunia politik 

praktis sebelum era reformasi, mereka memang sudah aktif dalam partai-

partai yang sudah ada sejak Orde Baru yaitu PPP dan Golkar. 

2. Kinerja para kader Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga legislatif 

dapat disimpulkan mereka lebih memperjuangkan kemaslahatan umat 

secara umum, menurut platform masing-masing partai. Sedangkan kader 

yang berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan platform 

Muhammadiyah yang diimplementasikan ke dalam pembahasan rancangan 

peraturan daerah. Salah satunya ialah perda tentang pembatasan peredaran 

minuman beralkohol yang telah disahkan pada awal tahun 2012, dan saat 

ini mereka sedang memperjuangkan rancangan peraturan daerah tentang 

kawasan tanpa rokok agar dapat disahkan menjadi perda. 
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B. Saran-saran 

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk menjawab 

anggapan yang berkembang tentang dinamia perpolitikan yang berkembang dalam 

masyarakat yang berkaitan dengan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam serta 

perannya terhadap dinamika tersebut khusunya di Kabupaten Bantul. Untuk 

selanjutnya Muhammadiyah sebaikanya tetap memegang Khittah Ujung Pandang 

meski realitas dalam masyarakat berbeda. Selain itu juga Muhammadiyah harus 

dapat membina hubungan baik dengan semua partai politik, tidak hanya dengan 

PAN saja. Dengan peran Muhammadiyah terhadap semua partai maka diharapkan 

nantinya melalui kader-kadernya, apa yang menjadi plaform Muhammadiyah akan 

terealisasi dengan baik dan sinergis, sehingga apa yang dicita-citakan oleh 

Muhammadiyah untuk menjadikan masyarakat yang utama (masyarakat madani) 

dapat terwujud dalam bingkai kenegaraan yang baldatun thayyibatun wa Rabbun 

ghafurun.  
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Lampiran I: 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

Halaman Footnote Terjemahan 

BAB I 

 

 

5 

 

 

9 

“Dan hendaklah ada di antara 
kamu suatu kelompok umat (jamaah) 
yang menyeru manusia kepada 
kebajikan, mnyuruh yang ma’ruf dan 
mencegah yang munkar, dan jamaah 
seperti itulah yang mendapat 
kemenangan.” 

 

 

 

27 

 

 

18 

“Makanlah oleh mu dari rizki mu yang 
(dianugerahkan) oleh Tuhanmu dan 
bersyukurlah kamu kepada-Nya. 
(Negerimu) adalah negri yang baik dan 
(Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha 
Pengampun.” 
BAB III 

 

 

 

45 

 

 

 

9 

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, 
maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin aan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) YangMengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-
Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” 

 

 

 

 

48 

 

 

 

13 

Kamu adalah umat yang terbaik yang 
dilahikan untuk umat manusia, menyuruh 
kepada yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka; 
diantara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik. 

 

60 24 Tahukah kamu orang yang mendustakan 
agama?, Itulah orang yang meghardik 
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anak yatim dan tidak menganjurkan 
memberi makan orang miskin. Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari 
shalatnya, orang-orang yang berbuat ria’, 
dan enggan (menolong dengan) barang 
berguna. 

 

BAB IV 

 

 

 

83 

 

 

 

8 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
untuk menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

 

 

 

 

112 

 

 

 

50 

Siapakah yang lebih baik perkataannya 
daripada orang yang menyeru kepada 
Allah , mengerjakan amal shaleh dan 
berkata: “Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang berserah diri?” dan 
tidaklah sama kebaikan dengan 
kejahatan. Tolak lah (kejahatan itu) 
dengan cara yang lebih baik, maka tiba-
tiba orang yang antaramu dan antara dia 
ada permusuhan seolah-olah telah 
menjadi teman yang sangat setia. 
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51 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 
dengan hikmah, dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui siapa yang 
tersesat ari jalan-Nya danDialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.  
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Lampiran II: 

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL 

1. GAMBAR 

No. Nama Gambar BAB Halaman 
I Bagan Struktur Organisasi Muhammadiyah III 41 

 
2. TABEL 

No. Nama Tabel BAB Halaman 
1 Susunan Anggota Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Bantul Periode 
2010-2015 

 
III 

 
42 

2 Susunan Anggota Majelis Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Bantul Periode 
2010-2015 

 
III 

 
43 

3 Daftar SD dan MI Muhammadiyah di 
Kabupaten Bantul 

III  
52 

4 Daftar SMP dan MTs Muhammadiyah di 
Kabupaten Bantul 

III  
56 

5 Daftar SMA dan SMK Muhammadiyah di 
Kabupaten Bantul 

III   
57 

6 Daftar Rumah Sakit Umun dan Balai 
Pengobatan Muhammadiyah di Kabupaten 
Bantul 

 
III  

 
61 

7 Daftar Anggota Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (F PDI-P) DPRD 
Bantul 

 
IV 

 
81 

8 Daftar Anggota Fraksi Partai Amanat 
Nasional (F-PAN) DPRD Bantul 

 
IV  

 
86 

9 Daftar Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-
Demokrat) DPRD Bantul 

 
IV  

 
90 

10 Daftar Anggota Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (F-PKS) DPRD Bantul 

 
IV  

 
97 

11 Daftar Anggota Fraksi Partai Golongan Karya 
(F-Golkar) DPRD Bantul 

 
IV  

 
101 
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Lampiran III: 

TRANSKRIP WAWANCARA 

1. Wawancara dengan D. Radjut Sukasworo (Kabid. Organisasi DPC 
PDI-P Bantul) 
 

A. Apakah platform Partai PDI-P? 
PDI-P adalah partai terbuka yang berasaskan pancasila 
 

B. Apakah definisi kader dan simpatisan PDI-P itu? 
Kader PDI-P didefinisikan sebagai anggota partai yang telah matang dan 
telah menjalani pendidikan kader, sedangkan simpatisan adalah sebagai 
pemilih/konstituen. 
 

C. Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen PDI-P? 
Basis masa, kalangan menengah kebawah, di daerah yang terdapat 
keragaman (abangan) 
 

D. Berapakah peringkat perolehan suara PDI-P pada pemilu 2009 lalu di 
Bantul dan berapa kursi yang didapat? 
Peringkat pertama dan mendapat  11 kursi.  
 

E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan 
dengan konsituen PDI-P? 
Latar belakang konstituen PDI-P berasal dari berbagai organisasi 
keagamaan dan kemasyarakatan. Di Bantul sendiri, jika dilihat dari 
latar belakang organisasi keagamaannya, banyak yang berasal dari 
kalangan Muhammadiyah. Secara organisasi memang tidak ada 
kaitannya antara PDI-P dengan Muhammadiyah. 
 

F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural PDI-
P tingkat Kabupaten/kecamatan? 
Tidak ada. 
 

G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari PDI-P dalam 
memperjuangkan paltform? 
Sebulan sekali pertemuan rutin untuk menterjemahkan platform partai. 
Kader PDI-P dituntut untuk memperjuangkan nasib rakyat, membela 
hak-hak rakyat kecil dan menjadi penyambung lidah wong cilik. 
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2. Wawancara dengan Drs. H. Agus Subagyo, Ketua DPD II Partai 
GOLKAR Kab. Bantul sekaligus Ketua Fraksi Partai GOLKAR 
DPRD Bantul 
A.  Apakah platform Partai Golkar? 

Partai Golkar adalah partai terbuka bagi semua golongan dan agama, 
bukan partai sektarian, sehingga semua boleh mnjadi  anggota partai, 
termasuk sebagai anggota ormas keagamaan. 
 

B. Apakah definisi kader dan simpatisan Partai Golkar? 
Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan 
latihan kader dan disaring atas dasar beberapa kriteria menurut 
AD/ART, simpatisan adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki 
satu pandangan politis yang sama dengan Golkar. 
 

C. Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen Partai Golkar? 
Basis massa atau simpatisan Partai Golkar berasal dari berbagai 
lapisan masyarakat, agama dan golongan. Sedangkan jika dilihat dari 
daerahnya maka basis simpatisan partai ini berada di pedesaan dengan 
profesi yang beragam, mulai dari petani, pedagang dan birokrat. 
 

D. Berapakah peringkat perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 
2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat? 

Peringkat lima, mendapat lima kursi. 
 

E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan 
dengan konsituen Golkar? 

Jika dilihat dari latar belakang organisasi keagamaan, kader dan 
simpatisan Partai Golkar di Bantul berasal dari berbagai organisai 
keagamaan, diantaranya adalah Muhammadiyah, NU, dan LDII 
(Lembaga Dakwah Islam Indonesia).  
 

F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural 
Partai Golkar tingkat Kabupaten/kecamatan? 

Dari lima kader Golkar yang duduk di kursi legislatif ada satu yang 
berasal dari lingkungan Muhammadiyah yaitu Arni Tyas Palupi, ST. 
Bahkan ayahnya adalah seorang tokoh kader Muhammadiyah yang 
berpengaruh di daerah Bantul yaitu Drs. H. Samedi Prastowo yang 
juga sebagai mantan ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantul. 
Pada tingkat kecamatan dan kelurahan ada beberapa pengurus PK dan 
PD yang aktif sebagai pengurus struktural Muhammadiyah di tingkat 
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kecamatan dan kelurahan. Sebagai partai tengah dan terbua, Golkar 
tidak terlalu menonjolkan sektarian atau berasal dari ormas apakah 
kadernya itu. 
 

G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari Golkar dalam 
memperjuangkan paltform? 

Platform Golkar adalah Karya dan Kekaryaan berarti bahwa seseorang 
tersebut dituntut untuk dapat berkarya dan bekerja untuk kepentingan 
manusia lain (umat) sehingga doktrin tersebut merupakan salah satu 
upaya agar seseorang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 
Tak lain saat bertugas sebagai wakil rakyat (DPRD) mereka 
memperjuangkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan. 
 

3. Wawancara dengan Nur Rakhmat JP, A.Md., Ketua DPC Partai 
Demokrat Bantul sekaligus sebagai sekretaris Fraksi Partai 
Demokrat DPRD Bantul  
 
A. Apakah platform Partai Partai Demokrat?  

Partai Demokrat merupakan partai yang terbuka untuk semua warga 
Negara Republik Indonesia,  tanpa membedakan suku bangsa, ras, 
profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. 
 

B.  Apakah definisi kader dan simpatisan Partai Demokrat? 
Partai Demokrat mendefinisikan kader adalah penggerak partai yang 
telah memiliki komitmen terhadap partai serta telah melalui tahap 
pembinaan kader. Kader juga didefinisikan sebagai anggota yang 
menjadi pengurus struktural partai. Sedangkan simpatisan Partai 
Demokrat didefinisikan sebagai pengikut atau orang yang bukan 
termasuk ke dalam struktural partai namun memiliki kesamaan 
pandangan politik terhadap platform Partai Demokrat. Simpatisan juga 
sebagai pemilih atau konstituen partai saat pemilihan umum 
berlangsung.  
 

C. Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen Partai Demokrat? 
Basis massa Partai Demokrat di Kabupaten Bantul begitu beragam, 
dari berbagai agama dan golongan serta berbagai organisasi 
kemasyarakatan. Karena Partai Demokrat merupakan partai terbuka, 
maka siapapu sebagai WNI dapat menjadi anggota partai. 

 
D. Berapakah peringkat perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 

2009 lalu di Bantul dan berapa kursi yang didapat? 
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Peringkat tiga, mendapat lima kursi. 
 
E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan 

dengan konsituen Parati Demokrat? 
Jika dilihat dari latar belakang organisasi keagamaan yang ada di 
Bantul, konstituen Partai Demokrat lebih banyak dari warga Nahdlatul 
Ulama (NU). Hal ini menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bantul, 
karena warga Muhammadiyah lebih condong ke satu partai tertentu, 
namun tidak sedikit juga pemilih Partai Demokrat yang berasal dari 
warga Muhammadiyah.  
 

F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural 
Partai Demokrat tingkat Kabupaten/kecamatan? 
Dari kelima kadernya yang duduk di DPRD, anggota legislatf dari 
Partai Demokrat ini semuanya beragama Islam. Jika dilihat dari paham 
atau afiliasi ormasnya, dari kelima kader tersebut, tiga berpaham 
nasionalis sedangkan dua kadernya lebih condong berpaham religius 
dengan afiliasi organisasi keagamaannya adalah Muhammadiyah. 
Bahkan salah satu kadernya pernah aktif sebagai pengurus 
Muhammadiyah di tingkat Kecamatan. 

  
G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari Partai Demokrat dalam 

memperjuangkan paltform? 
Dalam perjuangannya di badan legislatif, Partai Demokrat konsisten 
dengan ideologinya yang aspiratif dan demokratis. Kader Partai 
Demokrat dituntut untuk dapat memperjuangkan aspirasi rakyat yang 
berkaitan dengan kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan sosial. 
Dalam arti kata partai ini berjuang sesuai dengan apa yag diyakini dan 
nanti muaranya untuk kebaikan masyarakat. 

 
4. Wawancara dengan Jupriyanto,S.Si., Ketua Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera DPRD Bantul. 
A. Apakah platform Partai PKS? 

Partai Keadlin Sejahtera adalah partai yang berasaskan Islam yang 
bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera  

 
B. Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen PKS? 

Basis konstituen PKS di Bantul pada umumnya adalah umat Islam. 
Jika pemilu 2004 lalu, konstituen PKS lebih banyak dari kalangan 
menengah atas namun berkat sosialisasi pada pemilu 2009 lalu pemilih 
PKS banyak yang dari menengah ke bawah (pedesaan) 
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C.  Apakah definisi kader dan simpatisan PKS? 
Kader adalah anggota partai yang telah mengikuti tahap-tahap 
pendidikan kader dan siap untuk diposisikan dan ditugaskan dalam 
berbagai lini dalam pemerintahan. Simpatisan adalah para pemilih 
PKS saat pemilu (konstituen).  

 
D. Berapakah peringkat perolehan suara PKS pada pemilu 2009 lalu di 

Bantul dan berapa kursi yang didapat? 
Peringkat empat, lima kursi. 
 

E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan 
dengan konsituen PKS? 

Konstituen PKS berasal dari berbagai macam ormas keagamaan, 
diantaranya adalah Muhammadiyah dan NU.  
 

F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural PKS 
tingkat Kabupaten/kecamatan? 

Kader Muhammadiyah yang berada dalam struktural PKS dapat 
dikatakan tidak sedikit. Lebih-lebih simpatisan Muhammadiyah yang 
terjun sebagai pengikut PKS. Fenomena kader Muhammadiyah yang 
aktif dalam PKS memang tidak jauh berbeda dari daerah-daerah lain 
maupun secara nasional. Banyak kader Muhammadiyah yang aktif di 
PKS, tingkat kelurahan, kecamatan atau kabupaten, termasuk saya. 
 

G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari PKS dalam 
memperjuangkan paltform? 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selalu berusaha memperjuangkan 
aspirasi masyarakat khususnya bagi konstituennya. Namun dalam 
mengakomodir aspirasi konstituennya, PKS tidak membeda-bedakan 
asal organisasi kemasyarakatan atau keagamaannya. Semua 
diakomodir untuk kepentingan rakyat. PKS lebih mengutamakan 
kinerja sesuai dengan nilai-nilai yang dibawanya, yaitu memberikan 
kontribusi untuk kemaslahatan umat, khusunya yang berkaitan dengan 
keadilan serta kesejateraan rakyat. 

5. Wawancara tertulis dengan Mahmud Ardi Widanto, Ketua Dewan 
Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Bantul. 
 
A. Apakah platform Partai PAN? 

Partai Amanat Nasional atau PAN adalah partai politik di Indonesia 
yang bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri. PAN bertujuan 
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menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, 
kemajuan material dan spiritual. 
 

B. Siapa saja kah yang menjadi basis konstituen PAN? 
Sebagian besar basis konstituen PAN adalah warga Muhammadiyah. 

 
C.  Apakah definisi kader dan simpatisan PAN? 

Kader adalah pengurus patai dan telah melalui berbagai pembinaan 
kaderisasi. Simpatisan adalah para pemilih PAN saat pemilu.  
 

D. Berapakah peringkat perolehan suara PAN pada pemilu 2009 lalu di 
Bantul dan berapa kursi yang didapat? 

Peringkat dua, PAN mendapat tujuh kursi. 
 

E. Bagaimanakah kaitan antara latar belakang ormas keagamaan 
dengan konsituen PAN? 

Dalam berbagai kajian dan survei yang pernah dilakukan oleh DPD 
PAN Bantul, bahwa mayoritas anggota dan simpatisan PAN adalah 
warga Muhammadiyah. Hal ini emang tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah PAN. 
 

F. Apakah ada kader Muhammadiyah yang menjadi kader sruktural 
PAN tingkat Kabupaten/kecamatan? 

Sebagian besar kader PAN adalah kader Muhammadiyah, secara 
kultural memang PAN tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah, 
namun secara organisatoris/struktural tidak ada kaitannya. 
 

G. Bagaimana kinerja para anggota dewan dari PAN dalam 
memperjuangkan platform? 

Anggota legislatif dari PAN selalu berusaha aspratif dan 
memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat 
pada umumnya. Dalam menghadapi setiap momentum politik, PAN 
selalu berkordinasi dengan para pimpinan Muhammadiyah. Para 
anggota dewan dari fraksi PAN pun juga selalu mengagendakan 
pertemuan dengan para pimpinan Muhammdiyah untuk meminta 
pendapat dan nasehat terkait dengan kinerja mereka selama menjadi 
anggota dewan 
 

6. Wawancara dengan Arba Riksawan Qomaru, S.E., Sekretaris 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. 
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A. Apakah ada kaitan secara struktural antara Muhammadiyah dengan 
partai politik terkait dengan beberapa kader Muhammadiyah yang aktif 
di beberapa parpol, khususnya di PAN? 

Tidak ada sangkut pautnya. Beberapa kader  aktif d partai, kebetulan 
jd kader.  Ada salah satu parpol yg banyak anggota Muhammadiyah, 
kapasitas yang bermacam-macam. Salah satu partai intens menjalin 
komunikasi, bukan sec organisatoris, karena banyak konstitennya 
orang-orang Muhammadiyah. Untuk memperjuangkan aspirasi, bukan 
hanya satu partai, tapi yang punya komitmen kepada Muhammadiyah. 

 
B. Bagaimana peta penyebaran kader Muhammadiyah dalam partai politik 

di Kabupaten Bantul? 
Peta penyebaran kader dalam partai politik di Bantul memang tidak 
diketahui secara rinci. Hal tersebut dikarenakan Muhammadiyah tidak 
terlalu mengintervensi kadernya dalam hal berpolitik, Muhammadiyah  
hanya memberikan pedoman dan kebijakan saja bahwa kader 
Muhammadiyah tidak boleh aktif sebagai pengurus struktural dalam 
partai politik. Namun pada kenyataannya beberapa kader 
Muhammadiyah dijumpai aktif dalam beberapa partai politik yang 
berbeda. Hal tersebut terjadi pada tataran kader sebagai pengurus 
tingkat kecamatan maupun kelurahan. 
 

C. Bagaimana kekonsistenan Khiitah Ujung Pandang terhadap realitas 
kader Muhammadiyah yang aktif dalam parpol? 

Kebijakan Muhammadiyah  sifatnya nasional. Muhammadiyah  
berusaha bersikap senetral mungkin, tetapi juga berusaha 
mengakomodir semua kepentingan. Di daerah-daerah tertentu ada yg 
berbeda, Muhammadiyah tidak dapat mempunismen karena 
kepentingan umat berbeda-beda. Jika terjadi tarik ulur dan letupan 
biasa sebatas tidak melanggar etika organisasi.  

D. Apakah kader Muhammadiyah boleh aktif dalam partai politik? 

Secara nasional tidak boleh, namun tiap daerah kondisinya berbeda, di 
Bantul yang tidak diperbolehkan adalah Anggota PDM dan Anggota 
PCM Pleno. Kami mencoba taat tapi realitasnya berbeda. Di daerah 
kecamatan Dlingomisalnya, ada yang mengurusi PCM, Amal Usaha, 
Partai politik. Karena memang ia tokoh sentral. Akan berakibat buruk 
jika dibredel. 
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E. Apakah partisipasi Muhammadiyah dalam memantau terkait dengan 
dinamika dan kondisi perpolitikan di Bantul? 

Melalui beberapa tahapan, mulai dari awal Muhammadiyah  
mempunyai beberapa kader yang duduk di legislatif maupun 
eksekutif, bisa dimonitoring. Memantau jalannya raperda, apakah ada 
persoalan/pasal yg krusial, yg merugikan secara umum.  

F. Bagaimana kebiakan dan tanggapan Muhammadiyah terhadap dinamika 
perpolitikan yang secara langsung maupun tidak akan menyangkut hajat 
warga Muhammadiyah? 

Harus ditentukan grandesainnya, kebijakan politik apa yang akan 
dkeluarkan legislatif dan eksekutif. Mengupayakan nilai-nilai dakwah 
Muhammadiyah  dalam kebijakan-kebijakan negara, bersikap kritis 
terhadap dinamika perpolitikan nasional. Ikut dalam pembangunan 
nasional dan mengkaunter isu-isu yang sedang berkembang, seperti 
melawan korupsi, penegakan hukum, dll... Muhammadiyah  harus tau 
masalah politik ecara luas bukan hanya pragmatis saja..  

7. Wawancara dengan Sarinto, S.Pd. T, Ketua Fraksi Partai Amanat 
Nasional DPRD Kab. Bantul 
 
A. Dari ketujuh anggota dewan fraksi PAN, berapakah yang merupakan 

kader Muhammadiyah?  
Dari ketujuh kader PAN tersebut, semuanya merupakan warga 
Muhammadiyah, bahkan empat diantaranya adalah kader yang pernah 
menduduki struktural Muhammdiyah. Meski tidak ada kaitan secara 
struktural dengan Muhammadiyah, namun basis konstituen mereka 
mayoritas adalah warga Muhammdiyah. Karena kedekatan emosional 
dan kuatnya pengaruh maka mereka dapat menggunakan basis suara 
Muhammdiyah secara optimal dan tentunya mereka juga dituntut 
untuk dapat menyalurkan aspirasi warga Muhammdiyah. 
 

B. Apakah antara PAN dengan Muhammadiyah memiliki hubungan 
khusus? 
Tidak ada hubungan secara struktural antara PAN dengan 
Muhammadiyah. Namun secara kultural kader-kader PAN merupakan 
aktivis Muhammadiyah.  
 

C. Bagaimana kaitan PAN dengan Muhammadiyah dalam menyikapi 
dinamika perpolitikan di Bantul?  
Dalam kaitan sikap Muhammadiyah dalam pertarungan politik di 
Bantul, Muhammadiyah bisa dikatakan selalu sejalan dengan PAN. 
Dalam menghadapi setiap momentum politik, PAN selalu 
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berkordinasi dengan para pimpinan Muhammadiyah. Para anggota 
dewan dari fraksi PAN pun juga selalu mengagendakan pertemuan 
dengan para pimpinan Muhammdiyah untuk meminta pendapat dan 
nasehat terkait dengan kinerja mereka selama menjadi anggota dewan 

. 
D. Tidak semua warga Muhammadiyah memilih PAN, bagaimana kiat 

PAN untuk meraih suara warga Muhammadiyah dengan maksimal?  
Untuk menghadapi pemilu 2014, DPD PAN Bantul telah menyiapkan 
beberapa agenda dan program kegiatan. Diantaranya adalah 
penjaringan bakal calon legislatif, program pemberdayaan 
masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kuantitas suara dari 
warga Muhammadiyah, saat ini PAN berusaha sekuat tenaga 
mensosialisasikan kepada warga Muhammadiyah untuk memilih 
PAN, karena hanya PAN lah partai yang sejalan dengan agenda-
agenda Muhammadiyah. 
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Lampiran IV: 

 

BIOGRAFI ULAMA 

 

1. KH. AHMAD DAHLAN 

KH. Ahamad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 M (1285 H) di 

Kampung Kauman Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis. 

Ayahnya bernama KH. Abu Bakar bin KH. Sulaiman sebagai khotib di 

Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti 

Haji Ibrahim. Haji Ibrahim pernah menjabat sebagai penghulu Kesultanan 

Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan menikah dengan Walidah binti Kyai 

Penghulu Haji Fadhil pada tahun 1889. Bersama beberapa muridnya, KH. 

Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Muhammadiyah pada tahun 

1912. Muhammadiyah muncul sebagai gerakan Islam dan bertujuan untuk 

mengangkat citra muslim melalui berbagai pemikiran dan amal usaha, 

dengan mengembangkan jiwa nasionalisme di bidang pendidikan, 

keagamaan, dan kemanusiaan. 

  

2. AR. FACHRUDDIN 

KH. Abdur Rozak Fachruddin lahir dari pasangan H. Fakhruddin dan Siti 

Maemunah binti KH. Idris pada tanggal 14 Februari 1916 di Cilangkap, 

Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad 

Jazuli. Pada tahun 1923 untuk pertama kalinya ia bersekolah formal di 

Standaard School Muhammadiyah Bausasran Yogyakarta. AR. 

Fachruddin menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 

1986 setelah wafatnya KH. Faqih Usman. Ia adalah pemegang rekor 

paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun (1968-

1990). Di samping dikenal sebagai mubaligh yang sejuk, ia juga dikenal 

sebagai penulis yang produktif. 
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3. PROF. DR. H. AMIEN RAIS, MA. 

Prof. Dr. Amien Rais lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944. Beliau 

adalah putra dari Suhud Rais, salah satu lulusan Mu’allimin 

Muhammadiyah yang semasa hidupnya menjadi pegawai kantor 

Departemen Agama. Ibunya bernama Sulaimah yang merupakan alumni 

Hogere Inladsche Kweekschool (HIK) Muhammadiyah, kemudian menjadi 

aktifis Aisyiyah dan pernah menjabat sebagai ketua Aisyiyah Surakarta 

selama 20 tahun. Amien Rais merupakan anak kedua dari enam 

bersaudara. Pada masa kecil, ia terbiasa hidup disiplin. Pada tanggal 9 

Februari 1969, ia menikah dengan Kusnasriyati Sri Rahayu. Amien Rais 

dikaruniai lima orang anak, tiga putra dan dua putri. Pada Muktamar 

Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, ia terpilih sbagai Wakil 

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. pada Muktamar ke-43 tahun 1995 

di Banda Aceh ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 1995-

2000. Ia mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) pada tahun 1998 

saat terjadi krisis. Pada tanggal 23 Agustus 1998 ia mendirikan Partai 

Amanat Nasional (PAN). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI 

Periode 1999-2004. 

   

4. PROF. DR. H. AHMAD SYAFI’I MA’ARIF 

Prof. Dr. H. A. Syafi’i Ma’arif dilahirkan di Sumpurkudus, Sumatera 

Barat pada 31 Mei 1935 dari pasangan Ma’rifah dan Fathiyah. Setamat 

dari Sekolh Rakyat Ibtidaiyah pada tahun 1947, ia melanjutkan studinya 

ke Madrasah Muallimin Lintau Sumatera Barat. Kemudian ia melanjutkan 

studinya ke Madrasah Muallimin Yogyakarta dan tamat pada tahun 1956. 

Ia melanjutkan studi di pergururan tinggi Fakultas Hukum Universitas 

Cokroaminoto Surakarta. Karena hambatan biaya ia kemudian pindah 

studi ke jurusan Sejarah IKIP Yogyakarta. Ada tahun 1998 ia menjadi 

Ketua PP Muhammadiyah melanjutkan kepengurusan Amien Rais sampai 

tahun 2000. Pada Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta ia dikukuhkan 

sebagai ketua kembali sampai tahun 2005. 
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5. PROF. DR. DIN SYAMSUDIN 

Prof. Dr. Sirajuddin Syamsuddin dilahirkan di Sumbawa Besar Nusa 

Tenggara Barat pada 31 Agustus 1958. Istrinya bernama Fira Beranata, ia 

memiliki tiga orang anak. Pendidikan sarjananya ia tempuh di IAIN 

Jakarta dan kemudian melanjutkan di pascasarjana dan doktornya di 

University of California at Los Angeles (UCLA) di Amerka Serikat. Pada 

Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, ia terpilih sebagai Ketua PP 

Muhammadiyah periode 2005-2010 dan kembali terpilih lagi saat 

Muktamar ke-46 di Yogyakarta untuk memimpin Muhammadiyah periode 

2010-2015. Din Syamsuddin dipandang sebagai sosok pemimpin umat 

Islam bukan hanya karena dia Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi lebih 

dari itu karena kemampuannya untuk melakukan dialog dengan seluruh 

elemen umat beragama, baik antr sesama umat Islam maupun dengan umat 

beragama lainnya. 
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Lampiran V: 
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Lampiran VI: 

Curriculum Vitae 

Nama  : Masda Tanjung 

NIM  : 08370001 

Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 30 Agustus 1988 

Alamat   : Kedon Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta 

Jurusan/ Fakultas  : Jinayah Siyasah/ Syariah dan Hukum 

Angkatan  : 2008 

E-Mail/No Telp.  : Akhi_masda@yahoo.com / 081578761301 

Nama Orangtua  : Ayah  : H. Sukarjan SP, S.Pd 

      Ibu    : Istiqomah   

 

Riwayat Pendidikan: 

1. TK ABA Kedon Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul (1994-1995) 

2. SD Negeri Kaligondang Sumbermulyo Bambanglipuro (1995-2001) 

3. SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta (2001-2004) 

4. SMA Negeri 2 Bantul Yogyakarta (2004-2007) 

 

Riwayat Organisasi: 

1. Anggota Muhammadiyah 
2. Ketua Remaja Masjid Kedon (2010-2012) 
3. Bidang Kurikulum TPA Nurul Islam Kedon (2012-sekarang) 
4. Divisi Remaja Masjid Takmir Mushola Nurul Islam Kedon (2008-

sekarang) 
5. Anggota Takmir Masjid Al-Fath Kedon (2008-skarang) 
6. Pembina I Islam Muda Takwa (ImuT) Kedon (2010-sekarang) 
7. Bidang Kaderisasi IKLAQ (Ikatan Alumni Rohis Al-Falaq) SMA N 2 

Bantul (2008-2010)  
8. Ketua II Forum Studi Politik Jinayah Siyasah (FORSPOL) (2009) 
9. Staf Bidang Kaderisasi Corps Dakwah Sekolah Kab. Bantul (2010-2013) 
10. Anggota Biasa (AB) 1 KAMMI UIN Sunan Kalijaga (2008-2012) 
11. Staf Kaderisasi Partai PAS UIN Sunan Kalijaga (2009-2010) 
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